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PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  

TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN 
Jalan Mulia Raja No. 24 Balige 

Telp/Faks. (0632) 21999 Email :bpptpmtobasa@gmail.com 

 
   

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  

KABUPATEN TOBA 
NOMOR : 503/30/DPMPTSPTK/2022 

 
TENTANG 

 
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL,  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN 
 KABUPATEN TOBA  

  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA, 
 

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba 
Samosir dilakukan penyempurnaan guna memberikan 

pelayanan yang efektif dan efisiean; 
b. bahwa proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang 

cepat, mudah, murah,dan akuntabel baik secara langsung 
maupun tidak, merupakan prinsip yang harus dikedepankan 
oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala 
Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten 
Toba. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir  dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten 
Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6474); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1956); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba 

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba  Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba 

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba  Tahun 2020 
Nomor 9); 

12. Peraturan Bupati Toba Nomor  14 Tahun 2021 tentang 
Pelayanan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba 
(Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 14); 

13. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah 
Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4); 

14. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah 
Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13). 
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MEMUTUSKAN : 

 
Ditetapkan di Balige 

pada tanggal  03 Agustus 2022 
  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DAN KETENAGAKERJAAN 

KABUPATEN TOBA 

 
  Drs. REGUEL HASADAAN 

PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19700626 199009 1 001 

 

 

 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN 

TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN 

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA. 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan 

ini merupakan mekanisme dan tatacara pelayanan perizinan dan 

nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba. 

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/047/DPMPPTSP/2020 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada 

perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 


